SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 55 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2023 TENTANG TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Menimbang :

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

bahwa tugas, fungsi, uraian tugas dan tata kerja perangkat
daerah sangat penting dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang berperan membantu kepala
daerah dalam menyusun kebijakan, mengoordinasikan
pelaksanaan  tugas, dan memberikan pelayanan
administratif, tata kerja yang baik memastikan efektivitas
dan efisiensi pelaksanaan tugas, serta pencapaian tujuan
organisasi perangkat daerah;

bahwa Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2023 tentang
Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2024 tentang
Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara
Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian
Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera
Utara, tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum

saat ini, sehingga perlu dilakukan perubahan;
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang
Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Provinsi Sumatera Utara;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6864);
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Utara Nomor 64);

Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan
Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 9) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur
Nomor 36 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023
tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita

Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 Nomor 36);
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10. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas,
Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2023 Nomor 29) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2024 tentang
Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara
Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara
(Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor

7);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 28
TAHUN 2023 TENTANG TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA
UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera
Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian
Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera
Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023
Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Gubernur Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2024 tentang
Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28
Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 7) diubah

sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (4) huruf f angka 2 Pasal 76 diubah

sehingga berbunyi sebagai berikut:



(1)

(2)

(3)

Pasal 76

Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan mempunyai
tugas melaksanakan urusan pemerintahan
daerah/kewenangan provinsi di bidang kepemudaan,
keolahragaan, kepramukaan, pembinaan
ketatalaksanaan serta jabatan fungsional, yang
dipimpin oleh Kepala Dinas.

Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan

menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan
kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan sesuai
dengan lingkup tugasnya;

b. penyelenggaraan kebijakan kepemudaan,
keolahragaan, kepramukaan sesuai dengan
lingkup tugasnya;

c. penyelenggaraan evaluasi kepemudaan,
keolahragaan, kepramukaan sesuai dengan
lingkup tugasnya;

d. penyelenggaraan administrasi kepemudaan,
keolahragaan, kepramukaan sesuai dengan
lingkup tugasnya;

e. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan
Gubernur terkait dengan uraian tugas dan
fungsinya.

Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan

mempunyai uraian tugas:

a. menyelenggarakan  pembinaan  pegawai  di
lingkungan Dinas;

b. menyelenggarakan arahan dan bimbingan kepada
pejabat struktural di lingkungan Dinas;

c. menyelenggarakan instruksi pelaksanaan tugas
pada lingkup Dinas;

d. menyelenggarakan penyusunan program kegiatan

Dinas;
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. menyelenggarakan penyusunan dan
penyempurnaan standar, norma dan kriteria di
bidang kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan
serta sarana dan prasarana;

menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di
bidang  kepemudaan dan  olahraga dan
kepramukaan;

. menyelenggarakan koordinasi di Bidang
Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepramukaan;

. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan di
Bidang Kepemudaan, Keolahragaan, dan
Kepramukaan;

menyelenggarakan  monitoring dan evaluasi
kegiatan kepemudaan, keolahragaan,
kepramukaan serta prasarana dan sarana;
menyelenggarakan pengkajian dan pemberian
dukungan terhadap penyelenggaraan
pemerintahan daerah di Bidang Kepemudaan dan
Keolahragaan;

. menyelenggarakan fasilitas program kegiatan
kepemudaan dan keolahragaan;
menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas
dan kegiatan dengan instansi, lembaga lain dan
Kabupaten/Kota;

. menyelengarakan penyusunan telaahan staf
sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan
kebijakan;

. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh
Gubernur;

. menyelenggarakan pemberian masukan yang
perlu kepada Gubernur, sesuai dengan tugas dan
fungsinya; dan

. menyelenggarakan pembuatan laporan dan
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya
kepada Gubernur, sesuai standar yang

ditetapkan.
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Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan
ayat (3) Kepala Dinas dibantu:

a. Sekretariat;

o

Bidang Layanan Kepemudaan dan Kepramukaan,;

Bidang Pembudayaan Olahraga;

o o

Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;

o

Bidang Sarana, Prasarana dan Kemitraan,;
UPTD Dinas terdiri dari :
1. UPTD Kebakatan Olahraga Kelas A;

—h

2. UPTD Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga
Kelas A;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Ketentuan Pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

(1)

(2)

Pasal 85

UPTD Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga

mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam

menyelenggarakan pemeliharaan serta promosi
prasarana dan sarana keolahragaan pada kawasan
pusat olahraga.

UPTD  Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga

menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan bimbingan, pembinaan, dan
arahan kepada seluruh staf pada UPTD
Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga;

b. penyelenggaraan pengolahan dan penyajian
data/bahan di bidang pengelolaan kawasan pusat
olahraga;

c. penyelenggaraan penyusunan Renstra, Renja,
RKA dan DPA pada UPTD Pengelolaan Kawasan
Pusat Olahraga sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. penyelenggaraan norma, standar, prosedur dan
kriteria pengelolaan, pemanfaatan kawasan pusat

olahraga dan fasilitasnya;
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penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi
pelaksanaan pengelolaan di UPTD Pengelolaan
Kawasan Pusat Olahraga;

penyelenggaraan pengelolaan kerumahtanggaan,
ketatausahaan kepegawaian, keuangan, kearsipan
dan barang UPTD Pengelolaan Kawasan Pusat
Olahraga;

penyelenggaraan pengamanan, kebersihan,
perparkiran dan keselamatan fasilitas olahraga
UPTD Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga;
penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan
prasarana dan sarana kawasan pusat olahraga;
penyelenggaraan optimalisasi pemanfaatan
potensi prasarana dan sarana kawasan pusat
olahraga;

penyelenggaraan pemungutan dan penyetoran
penerimaan retribusi pemanfaatan kawasan pusat
olahraga dan fasilitasnya;

penyelenggaraan evaluasi, pelaporan,
ketersediaan, kelaikan dan pemanfaatan
prasarana dan sarana kawasan pusat olahraga
dan fasilitasnya;

penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama
dengan pihak terkait;

. penyelenggaraan promosi kawasan pusat olahraga
melalui media cetak, elektronik dan media luar
ruang (umbul-umbul, baliho transite, videotron,
kios, neon box, billboard, spanduk, brosur dan
leaflet);

penyelenggaraan pemberian masukan kepada
Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya;
penyelenggaraan penyusunan laporan
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya
kepada Kepala Dinas; dan

penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas.
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Kepala UPTD Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga

mempunyai uraian tugas:

a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan
arahan kepada seluruh staf pada UPTD
Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga;

b. menyelenggarakan penyusunan Renstra, Renja,
RKA dan DPA pada UPTD Pengelolaan Kawasan
Pusat Olahraga sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. menyelenggarakan penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP) UPTD Pengelolaan
Kawasan Pusat Olahraga;

d. menyelenggarakan koordinasi dan pelaksanaan
kebijakan dan program UPTD Pengelolaan
Kawasan Pusat Olahraga sesuai dengan lingkup
bidang tugasnya;

e. menyelenggarakan norma, standar, prosedur dan
kriteria pengelolaan, pemanfaatan Kawasan Pusat
Olahraga dan fasilitasnya;

f. menyelenggarakan koordinasi dan pelaksanaan
administrasi pemanfaatan prasarana dan sarana
olahraga pada UPTD Pengelolaan Kawasan Pusat
Olahraga;

g. melaksanakan koordinasi pengelolaan
kerumahtanggaan, ketatausahaan, kepegawaian,
keuangan, kearsipan dan barang UPTD
Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga;

h. melaksanakan koordinasi pengamanan,
kebersihan, perparkiran dan keselamatan fasilitas
olahraga;

i. melaksanakan koordinasi pemeliharaan dan
perawatan prasarana dan sarana kawasan pusat
olahraga;

j. menyelenggarakan  optimalisasi pemanfaatan
potensi sumber daya kawasan pusat olahraga;

k. menyelenggarakan pemungutan dan penyetoran
penerimaan retribusi pemanfaatan kawasan pusat

olahraga dan fasilitasnya;
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l. menyelenggarakan evaluasi, pelaporan,
ketersediaan, kelaikan dan pemanfaatan
prasarana dan sarana kawasan pusat olahraga
dan fasilitasnya;

m. menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama
dengan pihak terkait media luar ruang;

n. menyelenggarakan promosi Kawasan Pusat
Olahraga melalui media cetak, elektronik dan
media luar ruang (umbul-umbul, baliho transite,
videotron, kios, neon box, billboard, spanduk,
brosur dan leaflet);

o. menyelenggarakan pemberian masukan kepada
Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya;

p. menyelenggarakan penyusunan laporan
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya
kepada Kepala Dinas; dan

q. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas.

(4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan
ayat (3), Kepala UPTD Pengelolaan Kawasan Pusat
Olahraga dibantu:

a. Subbagian Tata Usaha,;

b. Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana
Olahraga; dan

c. Seksi Promosi dan Retribusi.

3. Ketentuan Pasal 86 diubah dan ditambahkan 2 ayat yakni
ayat (la) dan ayat (1b) sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 86
(1) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai uraian
tugas:
a. melaksanakan bimbingan, pembinaan dan
arahan kepada pegawai pada lingkup Subbagian
Tata Usaha;
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melaksanakan penyiapan bahan Renja, RKA dan
DPA pada UPTD Pengelolaan Kawasan Pusat
Olahraga sesuai dengan lingkup tugasnya;
menyelenggarakan penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan
lingkup tugasnya;

melaksanakan penyusunan laporan kinerja dan
laporan kegiatan bulanan, triwulan dan tahunan
pada UPTD Pengelolaan Kawasan Pusat
Olahraga;

melaksanakan norma, standar, prosedur dan
kriteria di Subbagian Tata Usaha;

melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan,
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan,
kearsipan dan barang UPTD Pengelolaan
Kawasan Pusat Olahraga;

melaksanakan  penyediaan, penatausahaan,
penggunaan, pemeliharaan dan perawatan
prasarana dan sarana kerja UPTD Pengelolaan
Kawasan Pusat Olahraga;

melaksanakan menghimpun, menganalisis dan
mengajukan kebutuhan prasarana dan sarana
kerja pada UPTD Pengelolaan Kawasan Pusat
Olahraga;

melaksanakan pengamanan, kebersihan,

perparkiran dan keselamatan fasilitas olahraga;

melaksanakan penerimaan, pencatatan,
pembukuan, pengendalian dan
pendokumentasian surat keluar UPTD

Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga;
melaksanakan pengelolaan arsip dinamis UPTD
Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga;
melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, tata
naskah dinas dan surat menyurat UPTD
Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga;
. melaksanakan kehumasan dalam lingkup UPTD

Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga;
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n. melaksanakan penyusunan laporan keuangan,
kinerja dan kegiatan serta akuntabilitas UPTD
Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga;

o. melaksanakan pemberian masukan kepada
Kepala UPTD sesuai bidang tugas dan fungsinya,;

p. melaksanakan penyusunan laporan
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya
kepada Kepala UPTD;

q. melaksanakan penyusunan jawaban terhadap
bahan tindaklanjut laporan hasil pemeriksaan
lingkup UPTD Pengelolaan Kawasan Pusat
Olahraga; dan

r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala UPTD.

Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana

Olahraga mempunyai uraian tugas:

a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan
program dan kegiatan seksi pemeliharaan
prasarana dan sarana kawasan pusat olahraga;

b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
Renstra, Renja, RKBU, RKPBU, RKA dan DPA
UPTD sesuai bidang tugasnya;

c. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan
prasarana dan sarana di kawasan pusat
olahraga UPTD Pengelolaan Kawasan Pusat
Olahraga;

d. melaksanakan pengoperasian, pemeliharaan dan
perawatan genset, AC, lift dan sistem monitoring
pengendalian elektronik secara tersentral pada
kawasan pusat olahraga;

e. melaksanakan penyusunan saran pertimbangan
dalam perizinan pemanfaatan kawasan pusat
olahraga, prasarana dan sarana UPTD
Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga;

f. melaksanakan koordinasi kebijakan pelaksanaan
pemeliharaan prasarana dan sarana UPTD

Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga;
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g. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan
menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

h. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan
mengevaluasi hasil kerja bawahan agar
pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai
dengan ketentuan;

i. melaksanakan pemberian masukan kepada
Kepala UPTD sesuai bidang tugas dan fungsinya,;

j- melaksanakan penyusunan laporan
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya
kepada Kepala UPTD; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala UPTD.

Kepala Seksi Promosi dan Retribusi mempunyai

uraian tugas:

a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
Renstra, Renja, RKBU, RKA dan DPA UPTD
sesuai bidang tugasnya;

b. melaksanakan penyusunan laporan kinerja dan
laporan kegiatan bulanan, triwulan dan tahunan
pada seksi promosi dan retribusi UPTD
Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga;

c. menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama
dengan pihak lain terkait media luar ruang;

d. menyelenggarakan penyediaan data, sistem
informasi dalam rangka promosi dan pemasaran
pengelolaan kawasan olahraga;

e. menyelenggarakan promosi Kawasan Pusat
Olahraga melalui media cetak, elektronik dan
media luar ruang (umbul-umbul, baliho
transite, videotron, kios, neon box, billboard,
spanduk, brosur dan leaflet);

f. merancang dan melaksanakan kegiatan promosi
prasarana dan sarana olahraga dalam rangka
optimalisasi pendapatan retribusi daerah dari

hasil pemanfaatan sarana prasarana olahraga,;
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g. melaksanakan koordinasi kerjasama antar
lembaga pemerintah, Badan Usaha Milik Negara,
Badan Usaha Milik Daerah, Swasta dan
Organisasi lainnya dalam rangka pemanfaatan
kawasan olahraga UPTD Pengelolaan Kawasan
Pusat Olahraga;

h. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan
mengevaluasi hasil kerja bawahan agar
pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai
dengan ketentuan;

i. melaksanakan pemberian masukan kepada

Kepala UPTD sesuai bidang tugas dan fungsinya;

j- melaksanakan penyusunan Laporan

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya
kepada Kepala UPTD; dan
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala UPTD.

4. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 322 diubah

sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 322
Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas
melaksanakan urusan bidang kelautan dan
perikanan yang menjadi kewenangan provinsi dan
tugas pembantuan kepada daerah provinsi.

Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan

fungsi:
a. penyelenggaraan perumusan kebijakan
perikanan  tangkap, ©perikanan  budidaya,

kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil,
pengawasan sumber daya kelautan dan
perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil
perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. penyelenggaraan kebijakan perikanan tangkap,
perikanan budidaya, kelautan, pesisir dan

pulau-pulau kecil, pengawasan sumber daya
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kelautan dan perikanan, pengolahan dan
pemasaran hasil perikanan sesuai dengan
lingkup tugasnya;

c. penyelenggaraan evaluasi dan  pelaporan
perikanan  tangkap, perikanan  budidaya,
kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil,
pengawasan sumber daya kelautan dan
perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil
perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. penyelenggaraan administrasi perikanan
tangkap, perikanan budidaya, kelautan, pesisir
dan pulau-pulau kecil, pengawasan sumber daya
kelautan dan perikanan, pengolahan dan
pemasaran hasil perikanan sesuai dengan
lingkup tugasnya; dan

e. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh
Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai

uraian tugas:

a. menyelenggarakan pembinaan, arahan,
bimbingan kepada pegawai di lingkungan dinas;

b. menyelenggarakan penetapan analisa
bahan/data di bidang kelautan dan perikanan;

c. menyelenggarakan penetapan penyusunan
perencanaan dan program kegiatan dinas di
bidang kelautan dan perikanan;

d. menyelenggarakan penetapan penyusunan
standar, norma dan kriteria dalam
penyelenggaraan kelautan dan perikanan;

e. menyelenggarakan pengkajian atas urusan
kelautan dan perikanan;

f. menyelenggarakan penetapan kebijakan umum
di bidang perikanan budidaya dan pengolahan
hasil perikanan, perikanan tangkap, kelautan,
pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan

sumberdaya kelautan dan perikanan;
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menyelenggarakan koordinasi dan evaluasi di
bidang kelautan dan perikanan;
menyelenggarakan bimbingan kerja sama antar
lembaga di bidang pengembangan peningkatan
kelautan dan perikanan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;
menyelenggarakan pengoordinasian dan
pembinaan ketatausahaan/administrasi di
lingkungan Dinas;

menyelenggarakan penetapan inventarisasi
permasalahan kelautan dan perikanan;
menyelenggarakan verifikasi urusan kelautan
dan perikanan;

menyelenggarakan penataan, pembinaan dan
pengoordinasian UPTD Dinas;

. menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi
terhadap Kabupaten/Kota dalam
penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan
lintas Kabupaten/Kota;

menyelenggarakan pembinaan dan peningkatan
partisipasi masyarakat, lembaga non pemerintah
dan swasta dalam pengelolaan kelautan dan
perikanan;

menyelenggarakan  penetapan  pertimbangan
pemberian rekomendasi di bidang kelautan dan
perikanan;

menyelenggarakan tugas lain yang diberikan
Gubernur sesuai bidang tugas dan fungsinya;
menyelenggarakan pemberian saran masukan
yang perlu kepada Gubernur sesuai bidang tugas
dan fungsinya; dan

menyelenggarakan penetapan pelaporan dan
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya
kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah,

sesuai standar yang ditetapkan.
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Untuk melaksanakan tugas, fungsi, uraian tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan
ayat (3) Kepala Dinas dibantu:
a. Sekretariat;
b. Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Perikanan;
c. Bidang Perikanan Tangkap;
d. Bidang Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
e. Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan;
f. UPTD Dinas terdiri:
1. UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan Kelas
A;
2. UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Pulau
Tello Kelas A;
3. UPTD Pelabuhan Perikanan Tanjung Balai
Asahan Kelas A;
4. UPTD Budidaya Ilkan Air Payau dan Laut
Kelas A; dan
S. UPTD Kawasan Konservasi Kelas A.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 325 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut :

(1)

(2)

Pasal 325

Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas
membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan
urusan pemerintahan di Bidang Budidaya Ikan,
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Perikanan menyelenggarakan
fungsi:
a. penyelenggaraan penyediaan data dan informasi

usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan,

pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
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penyelenggaraan  fasilitas  prasarana/sarana
pembudidayaan ikan di laut (s/d 12 Mil), air
payau dan air tawar yang penggunaaan
sumberdayanya lebih efisien apabila dilakukan
oleh daerah Provinsi dan/atau manfaat atau
dampak negatifnya lintas kabupaten/kota dalam
1 (satu) daerah Provinsi;

penyelenggaraan pengelolaan kesehatan ikan
dan lingkungan budidaya di Laut (s/d 12 Mil),
air payau dan air tawar lintas daerah
kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
penyelenggaraan pengembangan, pemanfaatan
air dan perlindungan lahan untuk
pembudidayaan ikan lintas daerah
kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
penyelenggaraan pembinaan mutu dan
keamanan hasil perikanan, serta bimbingan dan
penerapan persyaratan atau standar pada usaha
pengolahan dan pemasaran skala menengah dan
besar;

penyelenggaraan bimbingan, fasilitasi,
pemantauan dan evaluasi terhadap mutu dan
keamanan hasil perikanan dalam rangka
menghasilkan produk yang aman untuk
dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing;
penyelenggaraan dan penyaluran bahan baku
usaha  pengolahan/distribusi  ikan, serta
pengembangan sistem informasi manajemen
logistik ikan lintas daerah kabupaten/kota
dalam 1 (satu) daerah provinsi;

penyelenggaraan penetapan persyaratan dan
prosedur, serta fasilitas kelengkapan
administrasi dan prasarana/sarana usaha
perikanan di bidang pembudidayaan ikan di laut
(s/d 12 Mil), air payau dan air tawar yang
usahanya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam

1 (satu) daerah Provinsi;



(3)

-19-

i. penyelenggaraan penetapan persyaratan dan
prosedur, serta fasilitas kelengkapan
administrasi dan prasarana/sarana usaha kapal
pengangkut hasil pembudidayaan ikan
berukuran sampai dengan 30 GT yang
beroperasi di wilayah administrasinya, serta
tidak menggunakan modal asing dan atau tenaga

kerja asing;

j- penyelenggaraan penetapan persyaratan dan

Prosedur, serta penerbitan Tanda Daftar bagi
Pembudidaya lkan Kecil (TDPIK) di Laut (s/d 12
Mil) dan Air Tawar, serta fasilitas penyelenggaran
penerapan Cara Budidaya lkan yang Baik
(CBIB), Cara Pembenihan lkan yang Baik (CPIB),
dan Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik
(CPPIB);

k. penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi dalam
rangka penerbitan Rekomendasi Sertifikat
Kelayakan Pengolahan (SKP);

l. penyelenggaraan pengumpulan data harga ikan
di pasar untuk penghitungan angka konsumsi
ikan di Provinsi Sumatera Utara;

m. penyelenggaraan pendataan produksi hasil
perikanan pada Unit Pengolahan Ikan (UPI) kecil,
menengah dan stok ikan di cold storage;

n. penyelenggaraan kegiatan Gerakan
Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN)
untuk  peningkatan konsumsi ikan dan
penanganan stunting di Provinsi Sumatera Utara;
dan

o. penyelenggaraan pelaporan dan
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas
dan fungsinya kepada Kepala Dinas sesuai
standar yang ditetapkan.

Kepala Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai uraian

tugas:
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menyelenggarakan  penyediaan data  dan
informasi  usaha perikanan di bidang
pembudidayaan ikan, pengolahan dan
pemasaran hasil perikanan;

menyelenggarakan fasilitasi prasarana/sarana
pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 12
(duabelas) Mil, air payau dan air tawar yang
penggunaaan sumber dayanya lebih efisien
apabila dilakukan oleh daerah Provinsi dan/atau
manfaat atau dampak negatifnya lintas
kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
menyelenggarakan pengelolaan kesehatan ikan
dan lingkungan budidaya di laut sampai dengan
12 (duabelas) Mil, air payau dan air tawar lintas
daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah
Provinsi;

menyelenggarakan pembinaan dan pemantauan
pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 12
(duabelas) Mil, air payau dan air tawar, serta
kawasan konservasi yang dikelola oleh
Pemerintah Provinsi;

menyelenggarakan pengembangan, pemanfaatan
air dan perlindungan lahan untuk
pembudidayaan ikan lintas daerah
kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi,
menyelenggarakan  pembinaan mutu dan
keamanan hasil perikanan, serta bimbingan dan
penerapan persyaratan atau Standar pada
usaha pengolahan dan pemasaran skala
menengah dan besar;

menyelenggarakan bimbingan, fasilitasi,
pemantauan dan evaluasi terhadap mutu dan
keamanan hasil perikanan dalam rangka
menghasilkan produk yang aman untuk

dikonsumsi atau digunakan dan berdaya saing;
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h. menyelenggarakan dan menyalurkan bahan

baku usaha pengolahan/distribusi ikan, serta
pengembangan sistem informasi manajemen
logistik ikan lintas daerah kabupaten/kota
dalam 1 (satu) daerah provinsi;
menyelenggarakan penetapan persyaratan dan
prosedur, serta fasilitasi kelengkapan
administrasi dan prasarana/sarana usaha
perikanan di bidang pembudidayaan ikan di laut
sampai dengan 12 (duabelas) Mil, air payau dan
air tawar yang wusahanya lintas daerah
kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
menyelenggarakan penetapan persyaratan dan
prosedur, serta fasilitasi kelengkapan
administrasi dan prasarana/sarana usaha kapal
pengangkut hasil pembudidayaan ikan
berukuran sampai dengan 30 GT yang
beroperasi di wilayah administrasinya, serta
tidak menggunakan modal asing dan atau tenaga
kerja asing; dan

menyelenggarakan penetapan persyaratan dan
prosedur, serta penerbitan Tanda Daftar bagi
Pembudidaya lkan Kecil di laut sampai dengan

12 (duabelas) Mil.

6. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 326 diubah, sehingga

berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

Pasal 326

Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas
membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan
urusan di bidang Perikanan Tangkap.

Bidang Perikanan Tangkap menyelenggarakan
fungsi:

a. penyelenggaraan pengumpulan data, identifikasi,

analisis, penyiapan bahan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan
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dalam rangka pengembangan dan pengelolaan
sumberdaya perikanan tangkap;
penyelenggaraan pengumpulan data, identifikasi,
analisis, penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan
dalam rangka pengembangan dan fasilitasi
sarana dan prasarana perikanan tangkap;
penyelenggaraan pengumpulan data, identifikasi,
analisis, penyiapan bahan perumusan, dan
pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan
dalam rangka fasilitasi pembentukan,
pembinaan kelembagaan, pemberdayaan
kelompok nelayan dan perlindungan nelayan;
penyelenggaraan pengumpulan data, identifikasi,
analisis, penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan
dalam rangka pengelolaan penangkapan ikan di
wilayah laut sampai dengan 12 (duabelas) mil
dan di perairan umum daratan;

penyelenggaraan pengumpulan data, identifikasi,
analisis, penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan
dalam rangka penerbitan fasilitasi pemberkasan
penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan di Bidang
Perikanan Tangkap, fasilitasi pemberkasan
penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan dan
fasilitasi pemberkasan penerbitan Surat Izin
Kapal Pengangkut Ikan, Pendaftaran Persetujuan
Pembangunan Kapal Perikanan, Buku Kapal
Perikanan Elektronik dan Verifikasi Buku Kapal
Perikanan Elektronik untuk Nelayan Kecil,
penyelenggaraan pengumpulan data, identifikasi,
analisis, penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan
dalam rangka pengelolaan, pengembangan dan
pembinaan pelabuhan perikanan di Sumatera

Utara;
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g. penyelenggaraan pengumpulan data, identifikasi,
analisis, penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan
dalam rangka pembangunan SPDN/ SPBUN;

h. penyelenggaraan pengumpulan data, identifikasi,
analisis, penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan
dalam rangka pemulihan sumberdaya ikan
diperairan laut dan perairan umum daratan;

i. penyelenggaraan pembinaan keterampilan teknis
pemanfaatan, pengolahan, dan pemeliharaan
sarana penangkapan ikan kepada nelayan dan
petugas teknis lapangan;

j- penyelenggaraan penyebarluasan informasi di
Bidang Teknologi Penangkapan Ikan;

k. penyelenggaraan pelayanan bimbingan teknis
usaha perikanan tangkap; dan

l. penyelenggaraan pelaporan dan
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas
dan fungsinya kepada Kepala Dinas sesuai
standar yang ditetapkan.

Kepala Bidang Perikanan Tangkap mempunyai

uraian tugas:

a. menyelenggarakan pengumpulan data,
identifikasi, analisis, penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi
serta pelaporan dalam rangka pengembangan

dan pemanfaatan sumberdaya = perikanan

tangkap;
b. menyelenggarakan pengumpulan data,
identifikasi, analisis, penyiapan bahan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi
serta pelaporan dalam rangka pengembangan
dan fasilitasi sarana dan prasarana perikanan

tangkap;
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menyelenggarakan pengumpulan data,
identifikasi, analisis, penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi
serta  pelaporan dalam rangka @ fasilitas
pembentukan dan pembinaan kelembagaan,
serta pemberdayaan kelompok nelayan;

menyelenggarakan pengumpulan data,
identifikasi, analisis, penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi
serta pelaporan dalam rangka pengelolaan
penangkapan ikan di wilayah laut sampai

dengan 12 (dua belas) mil dan perairan umum

daratan;
menyelenggarakan pengumpulan data,
identifikasi, analisis, penyiapan bahan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi
serta pelaporan dalam rangka penerbitan
fasilitasi pemberkasan Surat Izin Usaha
Perikanan di bidang perikanan tangkap, fasilitasi
pemberkasan penerbitan Surat Izin
Penangkapan lkan dan fasilitasi pemberkasan
penerbitan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan,
Pendaftaran Persetujuan Pembangunan Kapal
Perikanan, Buku Kapal Perikanan Elektronik
dan Verifikasi Buku Kapal Perikanan Elektronik
untuk Nelayan Kecil,

menyelenggarakan pengumpulan data,
identifikasi, analisis, penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi
serta pelaporan dalam rangka pengelolaan dan
pengembangan pelabuhan perikanan di

Sumatera Utara;
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g. menyelenggarakan pengumpulan data,
identifikasi, analisis, penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi
serta pelaporan dalam rangka pemulihan
sumberdaya ikan diperairan laut dan perairan
umum daratan;

h. menyelenggarakan penyusunan perencanaan
dan program kegiatan Pembinaan Penangkapan
Ikan;

i. melaksanakan penyebarluasan informasi di

bidang Teknologi Penangkapan Ikan;

j- menyelenggarakan pembinaan dan pelatihan

penangkapan ikan;

k. menyelenggarakan pelatihan keterampilan untuk
nelayan; dan

l. menyelenggarakan pelaporan dan
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas
dan fungsinya kepada Kepala Dinas sesuai

Standar yang ditetapkan.

7. Ketentuan Pasal 327 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

(1)

(2)

Pasal 327

Bidang Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam

menyelenggarakan urusan di Bidang Kelautan,

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Bidang Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan rencana operasional pada
bidang Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan  petunjuk teknis untuk
mewujudkan dan meningkatkan tata kelola yang
baik lingkup bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil;
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b. penyelenggaraan pengelolaan ruang laut sampai
dengan 12 (dua belas) mil di luar minyak dan gas
bumi;

c. penyelenggaraan  fasilitasi  perizinan  dan
pemanfaatan ruang laut di bawah 12 (dua belas)
mil di luar minyak dan gas bumij;

d. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat
pesisir dan pulau-pulau kecil;

e. penyelenggaraan penyusunan laporan
pelaksanaan tugas bidang Kelautan Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan tugas yang
telah dilaksanakan secara berkala sebagai
bentuk akuntabilitas kinerja; dan

f. penyelenggaraan pelaporan dan
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas
dan fungsinya kepada Kepala Dinas sesuai
standar yang ditetapkan.

Kepala Bidang Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau

Kecil mempunyai uraian tugas:

a. menyusun rencana operasional pada Bidang
Kelautan Pesisir dan  Pulau-Pulau Kecil
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan  petunjuk teknis untuk
mewujudkan dan meningkatkan tata kelola yang
baik lingkup bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil,

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di
lingkungan bidang Kelautan Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil sesuai dengan tugas pokok dan
tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang
diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

c. memberi petunjuk, menyelia dan mengevaluasi
pelaksanaan tugas bawahan di lingkup bidang
kelautan pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai
dengan  ketentuan  peraturan = perundang-

undangan;
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menyelenggarakan pengumpulan data,
identifikasi, analisis, penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi
serta pelaporan penyusunan dokumen rencana
zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
dan/atau penataan ruang laut;
menyelenggarakan pengumpulan data,
identifikasi, analisis, penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi
serta pelaporan pengelolaan kawasan konservasi
dan konservasi keanekaragaman hayati perairan
di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
menyelenggarakan pengumpulan data,
identifikasi, analisis, penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi
serta pelaporan rehabilitasi wilayah perairan
pesisir dan pulau- pulau kecil,
menyelenggarakan pengumpulan data,
identifikasi, analisis, penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi
serta pelaporan mitigasi bencana wilayah pesisir
dan pulau-pulau kecil;

menyelenggarakan pengumpulan data,
identifikasi, analisis, penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi
serta pelaporan pemanfaatan ruang laut secara
menetap di wilayah perairan pesisir dan pulau-
pulau kecil;

menyelenggarakan pengumpulan data,
identifikasi, analisis, penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi
serta pelaporan penetapan persayaratan dan
prosedur penerbitan izin pelaksanaan reklamasi
di perairan pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai

kewenangan gubernur;
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menyelenggarakan pengumpulan data,
identifikasi, analisis, penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi
serta pelaporan penguatan dan pengembangan
kapasitas masyarakat pesisir dan pulau-pulau
kecil;

menyelenggarakan pengumpulan data,
identifikasi, analisis, penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi
serta pelaporan penguatan dan pengembangan
kelembagaan masyarakat pesisir dan pulau-
pulau kecil,

menyelenggarakan pengumpulan data,
identifikasi, analisis, penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi
serta pelaporan pelibatan masyarakat dalam
penyusunan, perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan pengelolaan wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil;

. menyelenggarakan pengumpulan data,
identifikasi, analisis, penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi
serta pelaporan pemberian pendampingan,
kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi
dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan
dan pelatihan pemberdayaan masyarakat pesisir;
menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang
Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai
dengan tugas yang telah dilaksanakan secara
berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
dan

menyelenggarakan pelaporan dan
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas
dan fungsinya kepada Kepala Dinas sesuai

standar yang ditetapkan.
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8. Ketentuan ayat (2), dan ayat (3) Pasal 328 diubah, sehingga

berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

Pasal 328

Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan

Perikanan mempunyai tugas membantu Kepala

Dinas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan

Perikanan menyelenggarakan fungsi:

a.

penyelenggaraan perumusan kebijakan
pengawasan dalam pemanfaatan sumberdaya
kelautan dan perikanan di wilayah laut sampai
dengan 12 (dua belas) mil;

penyelenggaraan perumusan kebijakan fasilitasi
kelompok masyarakat pengawas;
penyelenggaraan perumusan kebijakan
pengawasan kegiatan pembudidayaan ikan,
pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan
pengawasan terpadu pemanfaatan sumberdaya
kelautan dan perikanan sampai dengan 12 (dua
belas) mil;

penyelenggaraan perumusan kebijakan
pemantauan dan peningkatan infrastruktur,
sarana dan prasarana pengawasan sumber daya
kelautan;

penyelenggaraan perumusan kebijakan
pengawasan perencanaan dan pemanfaatan
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta
usaha penangkapan ikan;

penyelenggaraan perumusan kebijakan
koordinasi pelaksanaan penanganan tindak
pidana kelautan dan perikanan, serta penegakan
hukum;

penyelenggaraan perumusan kebijakan
penanganan dan mediasi penyelesaian konflik

antar nelayan;
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h. penyelenggaraan koordinasi, pengawasan
pengelolaan kekayaan perairan danau, sungai,
rawa dan wilayah perairan lainnya di wilayah
provinsi;

i. penyelenggaraan dan koordinasi pencegahan
pencemaran, kerusakan sumberdaya ikan dan
lingkungannya;

j- penyelenggaraan dan koordinasi pengawasan
jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan,
dimasukan dan dikeluarkan dari wilayah
Republik Indonesia;

k. penyelenggaraan pengawasan dan penegakan
hukum di wilayah laut kewenangan Provinsi dan
pemberian informasi apabila terjadi pelanggaran
di laut batas kewenangan Provinsi;

l. penyelenggaraan pengawasan dan penegakan

hukum kegiatan penangkapan ikan, budidaya

ikan, pengolahan dan pemasaran hasil
perikanan.
m. penyelenggaraan perumusan kebijakan

pengawasan terhadap usaha pembudidayaan
ikan, pengolahan dan pemasaran hasil
perikanan di dalam Kabupaten/Kota dan lintas
Kabupaten Kota dalam Provinsi;

n. penyelenggaraan perumusan kebijakan
pengawasan perizinan usaha budidaya ikan,
usaha pengolahan dan pemasaran hasil
perikanan di Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
dan

o. penyelenggaraan pelaporan dan
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas
dan fungsinya kepada Kepala Dinas sesuai
standar yang ditetapkan.

Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan

dan Perikanan mempunyai uraian tugas:
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menyelenggarakan kebijakan pengawasan
pemanfaatan sumberdaya kelautan dan
perikanan di wilayah laut sampai dengan 12
(duabelas) mil;

menyelenggarakan kebijakan fasilitasi kelompok
masyarakat pengawas;

menyelenggarakan kebijakan pengawasan dan
kegiatan pembudidayaan ikan, pengolahan dan
pemasaran hasil perikanan,;

menyelenggarakan kebijakan pengawasan
perencanaan dan pemanfaatan wilayah pesisir
dan pulau-pulau kecil, serta usaha penangkapan
ikan;

menyelenggarakan kebijakan pengawasan
terhadap perizinan kapal perikanan kewenangan
provinsi dan pelaksanaan penanganan tindak
pidana kelautan dan perikanan, serta penegakan
hukum dan sosialisasi peraturan perundang-
undangan,;

menyelenggarakan kebijakan penanganan dan
mediasi penyelesaian konflik antar nelayan dan
fasilitasi nelayan pelintas batas negara;
menyelenggarakan dan koordinasi pencegahan
pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan
dan lingkungannya;

menyelenggarakan dan koordinasi pengawasan
jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan,
dimasukkan dan dikeluarkan dari wilayah RI;
menyelenggarakan pengawasan dan penegakan
hukum diwilayah laut kewenangan Provinsi dan
pemberian informasi apabila terjadi pelanggaran
di laut batas kewenangan Provinsi;
menyelenggarakan pengawasan dan penegakan
hukum di bidang kegiatan budidaya ikan,

pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
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k. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi
terkait dalam rangka pengawasan sumber daya
kelautan dan perikanan;

l. menyelenggarakan  pelaksanaan  penerbitan
Surat Laik Operasi Kapal Perikanan Kewenangan
Provinsi Sumatera Utara;

m. menyelenggarakan dan pengendalian operasi
kapal pengawas dan pengelolaan prasarana dan
sarana pengawasan;

n. menyelenggarakan kebijakan di bidang analisis
data dan informasi intelijen  kelautan,
pemanfaatan ruang laut, wilayah pesisir dan
pulau pulau kecil dan pemanfaatan daerah
konservasi perairan;

o. menyelenggarakan kebijakan Forum Koordinasi
penanganan tindak pidana perikanan di Provinsi
Sumatera Utara;

p. menyelenggarakan koordinasi kebijakan
pegawasan dengan instansi terkait dan
pelaksanaan kegiatan operasi gabungan; dan

q. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan

oleh Kepala Dinas.

9. Ketentuan ayat (2), dan ayat (3) Pasal 329 diubah, sehingga

berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

Pasal 329
UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan mempunyai
tugas menyelenggarakan penerapan dan pengujian
mutu hasil perikanan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan

menyelenggarakan fungsi:
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a. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan,

pelaporan pengujian mutu secara laboratoris
pada bahan baku, bahan tambahan, bahan
pembantu dan produk akhir hasil perikanan
pada unit pengolahan dan budidaya perikanan
untuk mendukung penerapan standar produk
perikanan, untuk proses penerbitan SNI,
mendukung kelancaran bisnis perikanan, dan
keperluan lainnya;

penyelenggaraan pengelolaan urusan umum,
rumah tangga dan ketatausahaan;
penyelenggaraan  perencanaan, pelaksanaan
pelaporan pengujian mutu secara laboratoris
pada bahan baku, bahan tambahan, bahan
pembantu dan produk akhir hasil perikanan
pada unit pengolahan dan budidaya perikanan
untuk mendukung penerapan Standar produk
perikanan, untuk proses penerbitan SNI,
mendukung kelancaran bisnis perikanan, dan
keperluan lainnya;

penyelenggaraan penerapan sistem manajemen
mutu sebagai Laboratorium Pengujian mengacu
pada SNI ISO/IEC 17025;

penyelenggaraan pelaksanaan tugas sebagai
Lembaga Sertifikasi Produk dengan Penerbitan
Tanda SNI pada produk hasil kelautan dan
perikanan;

penyelenggaraan penerapan sistem sebagai
lembaga sertifikasi produk Penggunaan Tanda
SNI mengacu kepada SNI ISO/IEC 17065;
penyelenggaraan pelaksanaan monitoring mutu
hasil perikanan;

penyelenggaraan penerapan mutu hasil
perikanan bagi Unit Pengolahan Ikan skala besar
dan Usaha Mikro Kecil Menengah/Usaha Kecil
Menengah;
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i. penyelenggaraan pelaksanaan penerapan
pemenuhan SNI bagi UPI skala besar dan Usaha
Mikro Kecil Menengah /Usaha Kecil Menengah;

j- penyelenggaraan pelaksanaan bimbingan

penerapan Hazard Analysis Critical Control Point
bagi UPI;

k. penyelenggaraan penerapan mutu hasil
perikanan bagi UPI skala menengah, besar dan
UMKM/UKM dalam rangka penerbitan Sertifikat
Kelayakan Pengolahan;

l. penyelenggaraan penerapan, bimbingan Good
Manufacturing  Practices/Sanitation  Strandart
Operational Procedure dan teknologi pengolahan
produk hasil perikanan;

m. penyelenggaraan pemakaian kekayaan daerah;

n. penyelenggaraan pengelolaan rumah kemasan;
dan

o. penyelenggaraan pelaksanaan tugas-tugas lain
yang diberikan Kepala Dinas.

Kepala UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan

mempunyai uraian tugas:

a. menyelenggarakan penyusunan rencana
program dan anggaran, pemantauan, evaluasi
dan pelaporan;

b. menyelenggarakan urusan tatausaha dan
rumahtangga;

c. menyelenggarakan evaluasi terhadap kinerja
bawahan;

d. menyelenggarakan pengelolaan sarana dan
prasarana laboratorium dan rumah kemasan;

e. menyelenggarakan  pengujian mutu  hasil
perikanan, kualitas air budidaya lingkungan
budidaya, hama dan penyakit ikan;

f. menyelenggarakan  sistem = jaminan mutu
pengujian laboratorium yang mengacu pada SNI

ISO/IEC 17025;
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menyelenggarakan bimbingan pemenuhan
persyaratan Standar Nasional Indonesia untuk
produk-produk perikanan;

menyelenggarakan sertifikasi SNI untuk produk-
produk perikanan melalui Lembaga Sertifikasi
Produk UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
Lembaga Sertifikasi Produk sesuai SNI ISO/IEC
17065;

menyelenggarakan penerapan pemenuhan SNI
dan penerapan mutu hasil perikanan bagi UPI
skala menengah, besar dan UMKM/UKM dalam
rangka penerbitan Sertifikat Kelayakan
Pengolahan;

menyelenggarakan pelaksanaan bimbingan
penerapan Hazard Analysis Critical Control Point
bagi UPI;

menyelenggarakan kegiatan monitoring mutu
hasil perikanan dan kualitas air budidaya ikan di
Provinsi Sumatera Utara;

menyelenggarakan sistem pelayanan pengujian
laboratorium  terhadap customer/pelanggan
secara cepat, tepat dan akurat melalui aplikasi

online;

. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan,

arahan dan penegakan disiplin pegawai pada
lingkup UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan;
dan

menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang

diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan

ayat (3), Kepala UPTD dibantu:

a. Subbagian Tata Usaha;

b. Seksi Pengujian Mutu Hasil Perikanan; dan

C.

Seksi Penerapan Mutu Hasil Perikanan.
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10. Ketentuan ayat (3) Pasal 330 diubah sehingga berbunyi

sebagai berikut :

(1)

(2)

Pasal 330

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai uraian

tugas:

a. melaksanakan penyusunan rencana program
dan anggaran Subbagian Tata Usaha;

b. melaksanakan pemantauan pelaksanaan
program dan anggaran;

c. melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap
kinerja bawahan;

d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan
Subbagian Tata Usaha;

e. melaksanakan penatausahaan aset;

f. melaksanakan penyetoran Pendapatan Asli
Daerah;

g. melaksanakan pengelolaan administrasi umum
dan kepegawaian;

h. melaksanakan pengelolaan sumberdaya sesuai
dengan SNI ISO/IEC 17025 maupun SNI
ISO/IEC 17065;

i. melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha

dan rumah tangga;

j- melaksanakan pengelolaan administrasi

keuangan;

k. melakukan pemeliharaan dan perawatan secara
berkala sarana dan prasarana kantor; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh Kepala UPTD.

Kepala Seksi Pengujian Mutu Hasil Perikanan

mempunyai uraian tugas:

a. melaksanakan penyusunan rencana program
dan anggaran Seksi Pengujian Mutu Hasil
Perikanan;

b. melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap

kinerja bawahan;
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melaksanakan evaluasi pelaporan kegiatan Seksi
Pengujian Mutu Hasil Perikanan,;

melaksanakan  penyiapan bahan, sarana,
prasarana pengujian laboratorium, uji banding,
uji  profisiensi dan  kalibrasi  peralatan
laboratorium;

melaksanakan kegiatan pengujian mutu hasil
perikanan, kualitas air budidaya, hama dan
penyakit ikan secara fisika, organoleptik,
mikrobiologi, kimia dan biologi serta
menerbitkan Laporan Hasil Analisa (Test Result);
melaksanakan pemeliharaan dan pengembangan
perangkat lunak dan keras pelayanan penerbitan
Laporan Hasil Analisa (Test Result);
melaksanakan pemeliharaan/perawatan dan
mengkondisikan peralatan uji tingkat sulit;
melaksanakan penerapan sistem jaminan mutu
pengujian laboratorium yang mengacu pada SNI
ISO/IEC 17025;

melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi
personil yang mengacu pada SNI ISO/IEC
17025;

melaksanakan analisis data hasil pengujian
laboratorium;

melaksanakan monitoring kesehatan ikan dan
lingkungan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang

diberikan oleh Kepala UPTD.

Kepala Seksi Penerapan Mutu Hasil Perikanan

mempunyai uraian tugas:

a.

melaksanakan penyusunan rencana program
dan anggaran Seksi Penerapan Mutu Hasil
Perikanan;

melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap
kinerja bawahan;

melaksanakan evaluasi pelaporan kegiatan Seksi

Penerapan Mutu Hasil Perikanan,;



-38-

melaksanakan pengadaan, pemeliharaan dan
penyiapan bahan, peralatan dan perlengkapan
untuk pelaksanaan kegiatan Seksi Penerapan
Mutu Hasil Perikanan;

melaksanakan bimbingan pemenuhan
persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI)
bagi UPI dan UMKM /UKM;

melaksanakan penerapan, bimbingan Good
Manufacturing  Practices/Sanitation  Strandart
Operational Procedure, Hazard Analysis Critical
Control Point dan teknologi pengolahan produk
hasil perikanan;

melaksanakan penerapan pemenuhan SNI bagi
UPI skala besar dan Usaha Mikro Kecil
Menengah/Usaha Kecil Menengah;
penyelenggaraan penerapan mutu hasil
perikanan bagi UPI skala menengah, besar dan
UMKM/UKM dalam rangka penerbitan Sertifikat
Kelayakan Pengolahan;

melaksanakan  penerapan dan  bimbingan
pengemasan produk hasil perikanan;
melaksanakan kegiatan Lembaga Sertifikasi
Produk dengan penerbitan Tanda SNI pada
produk perikanan mengacu pada SNI ISO/IEC
17065;

melaksanakan surveilen pada UPI atau
UMKM /UKM yang sudah mendapatkan
sertifikasi SNI;

melaksanakan tugas sebagai Penanggung Jawab
Mutu untuk kegiatan SNI ISO/IEC 17025; dan

. melaksanakan tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh Kepala UPTD.
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11. Ketentuan Pasal 331 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

(1)

(2)

Pasal 331

UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Pulau Tello
adalah UPTD yang berada dibawah Dinas Kelautan
dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan
dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara di bidang
teknis operasional pelabuhan perikanan serta
pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana
pelabuhan perikanan.

UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Pulau Tello

menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan penyusunan, pemantauan,
evaluasi rencana, program dan anggaran, serta
pelaporan penyelenggaraan Pelabuhan Perikanan
di Wilayah Pantai Barat;

b. penyelenggaraan  pelaksanaan  perencanaan
pembangunan, pengembangan, pemeliharaan,
pengawasan pelabuhan dan pengendalian sarana
dan prasarana pelabuhan perikanan di Wilayah
Pantai Barat;

c. penyelenggaraan  pelayanan  teknis  kapal
perikanan dan kesyahbandaran di pelabuhan
perikanan di Wilayah Pantai Barat;

d. penyelenggaraan pelaksanaan pengembangan
serta pemberdayaan masyarakat perikanan
untuk meningkatkan produksi, distribusi dan
pemasaran hasil ikan di Wilayah Pantai Barat;

e. penyelenggaraan pelaksanaan fasilitasi publikasi
hasil riset produksi dan pemasaran hasil
perikanan di  wilayah  kerja  operasional
pelabuhan perikanan di Wilayah Pantai Barat;

f. penyelenggaraan  pelaksanaan  Pembantuan
Verifikasi Teknis Persetujuan Pembangunan

Kapal Perikanan di Wilayah Pantai Barat;
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penyelenggaraan penginputan Pelaku Usaha
dibawah 5 GT pada Aplikasi Elektronik Buku
Kapal Perikanan Nelayan Kecil di Wilayah Pantai
Barat;

penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan
penerbitan Surat Keterangan Pendaratan Ikan di
Wilayah Pantai Barat;

penyelenggaraan pelaksanaan fasilitasi
pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari di
Wilayah Pantai Barat;

penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan Cara
Penanganan lkan yang Baik di Wilayah Pantai
Barat;

penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan,
pengembangan perikanan, penggunaan dan
pengawasan serta pengendalian sarana dan
prasarana di Wilayah Pantai Barat;
penyelenggaraan pelaksanaan fasilitasi
pengendalian sumberdaya ikan, publikasi hasil
penelitian, penatausahaan wilayah pesisir dan
wisata bahari, serta pengelolaan dan pemasaran
hasil produksi perikanan dan distribusi hasil
perikanan di Wilayah Pantai Barat;

. penyelenggaraan pelayanan jasa, pemanfaatan
lahan dan fasilitas usaha perikanan di Wilayah
Pantai Barat;

penyelenggaraan pelaksanaan pengumpulan
data, informasi dan publikasi pendaftaran kapal
perikanan di Wilayah Pantai Barat;
penyelenggaraan  pelaksanaan  pengendalian
lingkungan di pelabuhan perikanan dan

pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah

tangga;
penyelenggaraan penyusunan rencana
operasional dan pelaksanaan kegiatan

pendaratan ikan di Wilayah Kerja Operasional

Pelabuhan Perikanan di Wilayah Pantai Barat;



(3)

-41-

q. penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian
perbengkelan, air bersih/air tawar, pabrik es dan
es batangan untuk kegiatan operasional para
nelayan di wilayah UPTD Pelabuhan Perikanan
Pantai Pulau Tello;

r. penyelenggaraan kefungsian logbook di UPTD
Pelabuhan Perikanan Pantai Pulau Tello;

s. penyelenggaraan pelaksanaan penjaminan
keamanan kepelabuhanan perikanan; dan

t. penyelenggaraan pelaksanaan tugas-tugas lain
yang diberikan Kepala Dinas.

Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Pulau

Tello mempunyai uraian tugas:

a. memimpin, merumuskan kebijaksanaan
pelaksanaan, membina pelaksanaan,
mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan
tugas pelabuhan perikanan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan,
arahan dan penegakan disiplin pegawai pada
lingkup UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Pulau
Tello;

c. melaksanakan penyusunan rencana program
dan anggaran, pemantauan dan evaluasi
penyelenggaraan dalam pelaksanaan kegiatan
UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Pulau Tello;

d. menyelenggarakan keamanan dan kenyamanan
tugas dalam lingkungan kantor UPTD Pelabuhan
Perikanan Pantai Pulau Tello;

e. menyelenggarakan operasional pelabuhan
perikanan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana pelabuhan perikanan;

f. menyelenggarakan pengendalian pendaratan
hasil produksi perikanan dan pengendalian
sumber daya ikan wisata bahari di Wilayah Kerja

Operasional Pelabuhan Perikanan;
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menyelenggarakan penyuluhan dan pembinaan
bagi masyarakat nelayan;

menyelenggarakan pengumpulan dan
pengolahan data potensi sumberdaya perikanan
di wilayah kerja UPTD Pelabuhan Perikanan
Pantai Pulau Tello;

menyelenggarakan  pelayanan jasa  usaha
perikanan dan pelayanan jasa lainnya dalam
rangka pemanfaatan prasarana dan sarana di
Pelabuhan bagi masyarakat nelayan dan
pengusaha  perikanan di Wilayah  Kerja
Operasional Pelabuhan Perikanan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;

melaksanakan pembinaan, pemanfaatan dan
pengawasan Sumber Daya Ikan, dan
pengendalian hasil produksi Perikanan wilayah
pesisir dan wisata bahari di Wilayah Kerja
Operasional Pelabuhan Perikanan;
melaksanakan pengawasan penangkapan
sumber daya ikan, pengelolaan pemasaran serta
pengendalian mutu hasil perikanan;
melaksanakan publikasi kaji terap teknologi di
bidang penangkapan, penanganan dan
pemasaran ikan;

menyusun laporan tahunan Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Sumatera Utara sesuai tugas
pokok dan fungsinya; dan

melaksanakan tugas-tugas kedinasan yang
diperintahkan atasan baik secara lisan maupun

tulisan.

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan

ayat (3), Kepala UPTD dibantu:

a. Subbagian Tata Usaha;

b. Seksi Sarana dan Prasarana; dan

C.

Seksi Operasional Pelabuhan Perikanan.
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12. Ketentuan Pasal 332 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

(1)

Pasal 332

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas

menyelenggarakan urusan administrasi, persuratan,

kepegawaian, perlengkapan keuangan dan umum,

dengan uraian tugas:

a.
b.

mengendalikan surat keluar dan surat masuk;
melaksanakan urusan administrasi
kepegawaian;

melaksanakan urusan keuangan,;

melaksanakan urusan administrasi umum;
melaksanakan inventaris aset dan barang habis
pakai;

melaksanakan penyetoran PAD;

merencanakan kebutuhan barang dan
perlengkapan kantor;

melaksanakan pengaturan urusan rumah
tangga, keamanan dan kebersihan kantor;
mengatur  pelaksanaan  penggunaan  dan
pemakaian peralatan dan perlengkapan kantor;
menghimpun dan menyusun program Kkerja
UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Pulau Tello;
menyusun analisa jabatan dan mengusulkan
kebutuhan pegawai di UPTD Pelabuhan
Perikanan Pantai Pulau Tello;

melaksanakan monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan tugas di Subbagian Tata

Usaha;

. melaksanakan koordinasi administrasi

kepegawaian, keuangan dan umum ke instansi
terkait;
menyimpan arsip yang berkaitan dengan

Subbagian Tata Usaha; dan
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o. melaksanakan tugas-tugas kedinasan yang
diperintahkan atasan baik secara lisan maupun
tulisan.

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana

menyelenggarakan urusan pemeliharaan sarana dan

prasarana operasional pelabuhan perikanan, dengan

uraian tugas:

a.

melaksanakan penyusunan rencana kegiatan
pengadaan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana pelabuhan perikanan berdasarkan
skala prioritas;

melaksanakan bimbingan dan penyuluhan
kepada nelayan/nakhoda dalam hal penerbitan
Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal
Perikanan dan Keberangkatan Kapal Perikanan;
melaksanakan pengawasan penangkapan ikan
dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan
perikanan, pengelolaan pemasaran  serta
pengendalian mutu hasil perikanan kepada
nelayan/nakhoda/pelaku usaha perikanan;
melakukan monitoring dan pengawasan
terhadap penggunaan atau pemakaian sarana
dan prasarana pelabuhan perikanan;
melaksanakan  penyimpanan, pemeliharaan
barang-barang sarana dan prasarana pelabuhan
perikanan;

melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan
kelancaran instalasi air dan listrik di lingkungan
pelabuhan perikanan;

melakukan koordinasi pengembangan sarana
dan prasarana pelabuhan perikanan,
pemberdayaan masyarakat perikanan dan
publikasi hasil riset;

mempersiapkan bahan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kegiatan pengadaan dan
pemeliharaan sarana dan prasarana di Wilayah

Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan;
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i. melaksanakan koordinasi inventarisasi dan
pemeliharaan sarana dan prasarana ke instansi

terkait;

j- melaksanakan pelayanan jasa pemanfaatan

lahan dan fasilitas usaha di UPTD Pelabuhan
Perikanan Pantai Pulau Tello;

k. menyimpan arsip yang berkaitan dengan seksi
sarana dan prasarana pelabuhan; dan

l. melaksanakan tugas-tugas kedinasan yang
diperintahkan atasan baik secara lisan mau pun
tulisan.

Kepala Seksi Operasional Pelabuhan Perikanan

menyelenggarakan urusan operasional pelabuhan

perikanan, dengan uraian tugas:

a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan
operasional pelabuhan perikanan pantai;

b. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan
analisis pemanfaatan fasilitas pelabuhan
perikanan;

c. membuat bahan kelengkapan administrasi
pemanfaatan fasilitas pelabuhan perikanan;

d. melaksanakan pelayanan dan pengawasan
kegiatan tambat labuh dan bongkar muat kapal
di lingkungan pelabuhan perikanan;

e. melaksanakan pelayanan logistik dan perbekalan
kapal perikanan;

f. melaksanakan pengawasan kegiatan olah gerak
dan lalu lintas kapal serta keselamatan
pelayaran di lingkungan Pelabuhan Perikanan
Pulau Tello;

g. melaksanakan pelayanan usaha perikanan di
lingkungan pelabuhan perikanan dan pelayanan
jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,;

h. melaksanakan pemeriksaan kelengkapan
dokumen dan log book kapal perikanan di

lingkungan pelabuhan perikanan;
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i. melaksanakan pengawasan penangkapan
sumber daya ikan, pengelolaan pemasaran serta

pengendalian mutu hasil perikanan;

j- melaksanakan pembinaan, pemanfaatan dan

pengawasan Sumber Daya  Ikan, dan
pengendalian hasil produksi Perikanan wilayah
pesisir dan wisata bahari di Wilayah Kerja
Operasional Pelabuhan Perikanan;

k. melaksanakan penyuluhan dan pengembangan
masyarakat nelayan;

l. melaksanakan pengumpulan data tangkapan
dan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan
di wilayah kerja UPTD Pelabuhan Perikanan
Pantai Pulau Tello;

m. menyediakan ruang publikasi hasil penelitian
kelautan dan perikanan;

n. membuat konsep surat dan menyimpan arsip
yang berkaitan dengan seksi operasional
pelabuhan perikanan;

o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan
seksi operasional pelabuhan perikanan; dan

p. melaksanakan tugas-tugas kedinasan yang
diperintahkan atasan baik secara lisan maupun

tulisan.

13. Ketentuan Pasal 333 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut :

(1)

Pasal 333
UPTD Pelabuhan Perikanan Tanjung Balai Asahan
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan
pelayanan pemanfaatan sumberdaya ikan dan

kelancaran kegiatan operasional kapal perikanan.
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UPTD Pelabuhan Perikanan Tanjung Balai Asahan

menyelenggarakan fungsi:

a.

penyelenggaraan penyusunan, pemantauan,
evaluasi rencana, program dan anggaran, serta
pelaporan penyelenggaraan Pelabuhan Perikanan
di Wilayah Pantai Timur;

penyelenggaraan  pelaksanaan  perencanaan
pembangunan, pengembangan, pemeliharaan,
pengawasan pelabuhan dan pengendalian sarana
dan prasarana pelabuhan perikanan di Wilayah
Pantai Timur;

penyelenggaraan  pelayanan  teknis  kapal
perikanan dan kesyahbandaran di pelabuhan
perikanan di Wilayah Pantai Barat;
penyelenggaraan pelaksanaan pengembangan
serta pemberdayaan Masyarakat perikanan
untuk meningkatkan produksi, distribusi dan
pemasaran hasil ikan di Wilayah Pantai Timur;
penyelenggaraan pelaksanaan fasilitasi publikasi
hasil riset produksi dan pemasaran hasil
perikanan di wilayah kerja  operasional
pelabuhan perikanan di Wilayah Pantai Timur;
penyelenggaraan  pelaksanaan  pembantuan
verifikasi teknis Persetujuan Pembangunan
Kapal Perikanan di Wilayah Pantai Timur;
penyelenggaraan penginputan pelaku wusaha
dibawah S5 GT pada Aplikasi Elektronik Buku
Kapal Perikanan Nelayan Kecil di Wilayah Pantai
Timur;

penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan
penerbitan Surat Keterangan Pendaratan lkan di
Wilayah Pantai Timur;

penyelenggaraan pelaksanaan fasilitasi
pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari di

Wilayah Pantai Timur;
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penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan Cara
Penanganan lkan yang Baik di Wilayah Pantai
Timur;

penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan,
pengembangan perikanan, penggunaan dan
pengawasan serta pengendalian sarana dan
prasarana di Wilayah Pantai Timur;
penyelenggaraan pelaksanaan fasilitasi
pengendalian sumberdaya ikan, publikasi hasil
penelitian, penatausahaan wilayah pesisir dan
wisata bahari, serta pengelolaan dan pemasaran
hasil produksi perikanan dan distribusi hasil
perikanan di Wilayah Pantai Timur;

. penyelenggaraan pelayanan jasa, pemanfaatan
lahan dan fasilitas usaha perikanan di Wilayah
Pantai Timur;

penyelenggaraan pelaksanaan pengumpulan
data, informasi dan publikasi pendaftaran kapal
perikanan di Wilayah Pantai Timur;
penyelenggaraan  pelaksanaan  pengendalian
lingkungan di pelabuhan perikanan dan

pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah

tangga;
penyelenggaraan penyusunan rencana
operasional dan pelaksanaan kegiatan

pendaratan ikan di Wilayah Kerja Operasional
Pelabuhan Perikanan di Wilayah Pantai Timur;
penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian
perbengkelan, air Dbersih, es batangan,
monitoring penyaluran BBM dan gas kapal
nelayan penangkap ikan, di wilayah UPTD
Pelabuhan Perikanan Tanjung Balai Asahan;
penyelenggaraan kefungsian logbook di UPTD
Pelabuhan Perikanan Perikanan Tanjung Balai
Asahan; dan

penyelenggaraan pelaksanaan tugas-tugas lain

yang diberikan Kepala Dinas.
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Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Tanjung Balai

Asahan mempunyai uraian tugas:

a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan,
arahan dan penegakan disiplin pegawai di UPTD
Pelabuhan Perikanan Tanjung Balai Asahan;

b. menyelenggarakan keamanan dan kenyamanan
pegawai dalam bertugas pada lingkup UPTD
Pelabuhan Perikanan Tanjung Balai Asahan;

c. menyelenggarakan penyusunan rencana
program dan anggaran, pemantauan dan
evaluasi penyelenggaraan dalam pelaksanaan
kegiatan;

d. menyelenggarakan penatausahaan dan evaluasi
pelaporan  hasil program  kegiatan dan
keuangan;

e. menyelenggarakan pengawasan dan pemantauan
penyelenggaraan program kegiatan;

f. menyelenggarakan penyuluhan dan pembinaan
bagi masyarakat nelayan;

g. menyelenggarakan pengendalian pembangunan/
pengembangan teknis kapal perikanan dan
kesyahbandaran dalam rangka pelaksanaan
operasional pelabuhan perikanan;

h. menyelenggarakan pengendalian pembangunan
pengembangan usaha perikanan di Wilayah
Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan;

i. menyelenggarakan pemeliharaan dan
pengawasan prasarana dan sarana UPTD di

Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan;

j- menyelenggarakan pengendalian pendaratan

hasil produksi perikanan dan pengendalian
sumber daya ikan wisata bahari di Wilayah Kerja

Operasional Pelabuhan Perikanan;
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k. menyelenggarakan pelayanan jasa usaha dalam
rangka pemanfaatan prasarana dan sarana di
Pelabuhan bagi masyarakat nelayan dan
pengusaha  perikanan di Wilayah Kerja
Operasional Pelabuhan Perikanan;

l. menyelenggarakan pembinaan, pemanfaatan dan
pengawasan Sumber Daya Ikan, dan
pengendalian hasil produksi Perikanan wilayah
pesisir dan wisata bahari di Wilayah Kerja
Operasional Pelabuhan Perikanan; dan

m. menyelenggarakan pelaksanaan tugas-tugas lain
yang diberikan Kepala Dinas.

(4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas
pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala UPTD
dibantu:

a. Subbagian Tata Usaha;

b. Seksi Sarana dan Prasarana; dan

c. Seksi Operasional Pelabuhan Perikanan.

14. Ketentuan Pasal 334 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 334
(1) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai uraian
tugas:

a. melaksanakan  persiapan bahan  program
kepegawaian;

b. melaksanakan persiapan bahan program dalam
rangka keamanan dan kenyamanan pada UPTD
Pelabuhan Perikanan Tanjung Balai Asahan;

c. melaksanakan persiapan bahan usulan program
kegiatan;

d. melaksanakan persiapan bahan pelaporan aset
dan keuangan UPTD Pelabuhan Perikanan

Tanjung Balai Asahan;
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melaksanakan persiapan evaluasi dan
pemantauan program kegiatan pada UPTD
Pelabuhan Perikanan Tanjung Balai Asahan;
melaksanakan persiapan prasarana dan sarana
dalam rangka penyuluhan dan pembinaan bagi
masyarakat nelayan;

melaksanakan persiapan penyediaan bahan dan
dokumen pelaksanaan kesyahbandaran;
melaksanakan persiapan bahan data dukung
untuk pembangunan dan pengembangan Tempat
Pengusahaan Ikan;

melaksanakan pemeliharaan aset UPTD
Pelabuhan Perikanan Tanjung Balai Asahan;
melaksanakan penyediaan bahan dukungan
kepada masyarakat nelayan;

melaksanakan penyetoran PAD;

melaksanakan persiapan pemanfaatan fasilitas
UPTD Pelabuhan Perikanan Tanjung Balai
Asahan;

melaksanakan persiapan bahan operasional
untuk masyarakat nelayan; dan

melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai

uraian tugas:

a.

melaksanakan bimbingan dan instruksi kepada
staf;

melaksanakan ketertiban dan kenyamanan bagi
staf untuk melaksanakan tugas;

melaksanakan perencanaan pengusulan
anggaran kegiatan,;

melaksanakan persiapan pelaporan kegiatan
prasarana dan sarana di Wilayah Kerja
Operasional Pelabuhan Perikanan;
melaksanakan pemanfaatan prasarana dan

sarana,
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f. melaksanakan pembinaan teknis kepada
Nelayan di WKOPP;

g. melaksanakan  pengendalian  teknis cara
penanganan ikan yang baik;

h. melaksanakan penyediaan fasilitas pendukung
operasional prasarana dan sarana di Wilayah
Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan;

i. melaksanakan pelayanan docking kapal, bongkar
muat di wilayah kerja dan operasional daratan
pelabuhan perikanan;

j- melaksanakan pelayanan penyediaan air bersih,
gas, pemantauan dan pengawasan BBM di UPTD
Pelabuhan Perikanan Tanjung Balai Asahan;

k. melaksanakan pemanfaatan sarana fasilitas dan
lahan UPTD Pelabuhan Perikanan Tanjung Balai
Asahan;

1. melaksanakan pelayanan jasa atas pemanfaatan
lahan dan fasilitas usaha di Wilayah Kerja
Operasional Pelabuhan Perikanan;

m. melaksanakan pemanfaatan sumber daya ikan,
hasil produksi perikanan wilayah pesisir dan
wisata bahari yang berkelanjutan di wilayah
kerja dan operasional daratan dalam rangka
untuk pengembangan bagi masyarakat nelayan;
dan

n. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Operasional Pelabuhan Perikanan

mempunyai uraian tugas:

a. melaksanakan pembinaan dan arahan kepada
staf pembinaan operasional pelabuhan
perikanan;

b. melaksanakan prasarana dan sarana dalam

rangka pelaksanaan tugas;
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melaksanakan pengusulan perencanaan
penyelenggaraan anggaran pembinaan
operasional pelabuhan perikanan;

melaksanakan penyusunan pelaporan kegiatan
pembinaan di Wilayah Kerja Operasional
Pelabuhan Perikanan;

melaksanakan persiapan bahan dan data kapal
perikanan serta kesyahbandaran, Penerbitan
Surat Keterangan Bersandar Kapal Perikanan
Sebagai Analisa dan Evaluasi untuk Penerbitan/
Perpanjangan SIPI DAN SIKPI;

melaksanakan kegiatan pembinaan untuk
masyarakat  nelayan di Wilayah Kerja
Operasional Pelabuhan Perikanan;
melaksanakan pengendalian teknis penerbitan
log book, Penerbitan Buku Kapal Perikanan
Elektronik Untuk Nelayan Kecil 5 (lima) GT
kebawah di wilayah kerja operasional pelabuhan
perikanan dan pendaftaran kapal perikanan di
Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan;
melaksanakan operasional teknis pembangunan,
pengembangan dan  pemeliharaan tempat
pengusahaan Ikan di Wilayah Kerja Operasional
Pelabuhan Perikanan;

melaksanakan pengendalian operasional teknis
kapal perikanan di Wilayah Kerja Operasional
Pelabuhan Perikanan;

melaksanakan pendataan teknis hasil produksi
perikanan di Wilayah Kerja Operasional
Pelabuhan Perikanan;

melaksanakan penyediaan prasarana dan sarana
operasional dermaga;

melaksanakan kegiatan penyediaan jasa lainnya
sesuai ketentuan yang diterapkan; dan

. melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya.
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15. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 335 diubah

sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

Pasal 335

UPTD Budidaya Ikan Air Payau dan Laut
mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas
teknis operasional di bidang budidaya perikanan air
payau, laut, dan tawar meliputi pelayanan jasa
produksi serta pengembangan dan penerapan
teknologi.

UPTD Budidaya lkan Air Payau dan Laut

menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan
teknis budidaya perikanan air payau, laut dan
tawar;

b. penyelenggaraan budidaya perikanan air payau,
laut dan tawar;

c. penyelenggaraan produksi budidaya ikan di
Demontrasi  Pond  Sialangbuah, Dempond
Sicanang Belawan, Keramba Jaring Apung
Percontohan  Belawan, Dempond  Babalan
Langkat, Pusat Pembenihan Ikan Kerasaan
Simalungun, Puspik Simpang 2 Pematang
Siantar, dan Puspik Ambarita Samosir;

d. penyelenggaraan penjualan hasil produksi
daerah sektor kelautan dan perikanan;

e. penyelenggaraan pengelolaan urusan umum,
rumah tangga, dan ketata-usahaan;

f. penyelenggaraan kaji terap dan inovasi teknologi
budidaya perikanan air payau, laut dan tawar;

g. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan UPTD;
dan

h. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi UPTD.
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Kepala UPTD Budidaya Ilkan Air Payau dan Laut

mempunyai uraian tugas:

a. menyelenggarakan identifikasi dan penyusunan
rencana program teknis dan anggaran, serta
pemantauan UPTD;

b. menyelenggarakan urusan umum, rumah tangga
dan ketatatausahaan;

c. menyelenggarakan pemanfaatan sarana dan
prasarana UPTD;

d. menyelenggarakan bimbingan teknis dan alih
teknologi budidaya perikanan air payau, laut dan
tawar;

e. menyelenggarakan produksi budidaya perikanan
di Demontrasi Pond Sialangbuah, Dempond
Sicanang Belawan, Keramba Jaring Apung
Percontohan  Belawan, Dempond  Babalan
Langkat, Pusat Pembenihan Ikan Kerasaan
Simalungun, Puspik Simpang 2 Pematang
Siantar, dan Puspik Ambarita Samosir;

f. menyelenggarakan produksi Induk unggul, calon
induk unggul dan benih ikan bermutu air payau,
laut dan tawar,;

g. menyelenggarakan distribusi dan penjualan hasil
produksi daerah;

h. menyelenggarakan kaji terap dan inovasi
teknologi budidaya ikan air payau, laut dan
tawar;

i. menyelenggarakan evaluasi dan penilaian kinerja
bawahan;

j. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan,
arahan dan penegakan disiplin pegawai pada
lingkup UPTD Budidaya lkan Air Payau dan
Laut;

k. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan
UPTD; dan

l. menyelenggarakan tugas lain yang berikan oleh

Kepala Dinas.
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Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas

sebagaimana tercantum pada ayat (1), ayat (2) dan

ayat (3), Kepala UPTD dibantu:

a.

b.

C.

Subbagian Tata Usaha;

Seksi Pengembangan dan Penerapan Teknologi;
dan

Seksi Produksi.

16. Ketentuan Pasal 336 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut :

(1)

Pasal 336

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai uraian

tugas:

a.

oo a0

melaksanakan penyusunan program kerja
Subbagian Tata Usaha;

melaksanakan pengelolaan administrasi umum,
kepegawaian dan kehumasan;

melaksanakan penatausahaan keuangan;
melaksanakan penyetoran PAD;

melaksanakan penatausahaan aset;
melaksanakan pengelolaan umum dan
perlengkapan;

melaksanakan pengelolaan data, dokumen,
informasi dan  publikasi kegiatan  unit
pelaksanaan teknis;

melaksanakan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;
melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan
subbagian tata usaha;

melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha
dan rumah tangga;

melakukan pemeliharaan dan perawatan secara
berkala sarana dan prasarana kantor; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang

diberikan oleh Kepala UPTD.
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Kepala Seksi Pengembangan dan Penerapan

Teknologi mempunyai uraian tugas:

a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi
Pengembangan dan Penerapan Teknologi;

b. melaksanakan pengembangan teknologi
budidaya perikanan air payau, laut dan tawar;

c. melaksanakan inovasi dan kaji terap teknologi
budidaya perikanan air payau, laut dan tawar;

d. melaksanakan penyusunan Standard
Operasional Prosedur budidaya perikanan air
payau, laut dan tawar;

e. melaksanakan produksi budidaya perikanan air
payau, laut dan tawar;

f. melaksanakan pembinaan dan diseminasi
teknologi budidaya perikanan kepada
masyarakat;

g. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi seksi;

h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan
pelaporan; dan

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh Kepala UPTD.

Kepala Seksi Produksi mempunyai uraian tugas:

a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi
Produksi;

b. melaksanakan produksi budidaya perikanan air
payau, laut dan tawar;

c. melaksanakan penyediaan benih ikan bermutu,
calon induk dan induk unggul ikan air payau,
laut, dan tawar;

d. melaksanakan penyusunan petunjuk teknis
budidaya perikanan air payau, laut dan tawar;

e. melaksanakan pembinaan teknis budidaya
perikanan air payau, laut dan tawar;

f. melaksanakan pengembangan budidaya ikan

lokal air payau, laut, dan tawar;
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g. melaksanakan alih teknologi budidaya perikanan
kepada masyarakat;

h. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi;

i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan

pelaporan; dan

j- melaksanakan tugas kedinasan lain yang

diberikan oleh Kepala UPTD.

17. Ketentuan BAB XIX ditambahkan 1 (satu) Bagian, sehingga

18.

berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesepuluh

UPTD Kawasan Konservasi

Diantara Pasal 336 dan Pasal 337 disisipkan 2 (dua) Pasal,

yakni Pasal 336A dan Pasal 336B sehingga berbunyi

sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 336A
UPTD Kawasan Konservasi mempunyai tugas
menyelenggarakan sebagian tugas teknis
operasional, perlindungan, pelestarian, pemanfaatan
serta pemantauan di kawasan konservasi perairan
Sumatera Utara.
UPTD Kawasan Konservasi menyelenggarakan
fungsi:
a. penyusunan rencana pengelolaan kawasan
konservasi perairan Provinsi Sumatera Utara;
b. pelaksanaan program dan kegiatan di kawasan
konservasi perairan Provinsi Sumatera Utara;
c. penataan batas di kawasan konservasi perairan
Provinsi Sumatera Utara,;
d. pelaksanaan monitoring sumber daya kelautan
dan perikanan di kawasan konservasi perairan

Provinsi Sumatera Utara;
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pelayanan pemanfaatan di kawasan konservasi
perairan Sumatera Utara;

penyadartahuan masyarakat terkait kawasan
konservasi perairan Sumatera Utara;
pelaksanaan kemitraan jejaring di kawasan
konservasi perairan Sumatera Utara,;
pemantauan terhadap pemanfaatan sumber daya
kelautan dan perikanan di kawasan konservasi
perairan Sumatera Utara;

pelaksanaan administrasi umum  meliputi
ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian,
kehumasan, perlengkapan dan rumah tangga
UPTD; dan

pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh

Kepala Dinas.

Kepala UPTD Kawasan Konservasi mempunyai

uraian tugas:

a.

menyusun program Kkerja, rencana operasional
dan penatausahaan pada UPTD;
menyelenggarakan pelaksanaan pembinaan dan
pemeriksaan hasil pelaksanaan kegiatan di
lingkungan UPTD;

menyusun rencana pengelolaan kawasan
konservasi perairan Provinsi Sumatera Utara;
melaksanakan program dan kegiatan di kawasan
konservasi perairan Provinsi Sumatera Utara;
menata batas di kawasan konservasi perairan
Provinsi Sumatera Utara;

melaksanakan monitoring sumber daya kelautan
dan perikanan di kawasan konservasi perairan
Provinsi Sumatera Utara;

melaksanakan pelayanan pemanfaatan di
kawasan konservasi perairan Sumatera Utara;
menyelenggarakan kegiatan penyadartahuan
masyarakat terkait kawasan konservasi perairan

Sumatera Utara;
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melaksanakan kemitraan jejaring di kawasan
konservasi perairan Sumatera Utara;
melaksanakan pemantauan terhadap
pemanfaatan sumber daya kelautan dan
perikanan di kawasan konservasi perairan
Sumatera Utara;

mendistribusikan tugas dan menilai kinerja
bawahan; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan

ayat (3), Kepala UPTD dibantu:

a.
b.

C.

Subbagian Tata Usaha;
Seksi Kemitraan dan Pelayanan; dan
Seksi Pemantauan dan Pemanfaatan Kawasan

Konservasi.

Pasal 336B

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai uraian

tugas:

a.

menyiapkan bahan penyusunan rencana Kkerja,
rencana strategis UPTD;

melakukan penyusunan rencana dan program
UPTD;

melakukan pemantauan pelaksanaan program
dan anggaran;

menyiapkan bahan dan menyelenggarakan
administrasi ketatausahaan, kepegawaian,
keuangan dan perlengkapan kantor;
menyelenggarakan pelayanan administrasi
umum, pengelolaan kearsipan, data dan
informasi secara sistematis;

menyelenggarakan pelayanan administrasi
keuangan, perjalanan dinas, pembiayaan

implementasi program dan lainnya;
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g. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan
pengumpulan dan mengolah data untuk bahan
penyusunan analisa data dan informasi serta
evaluasi program, bahan monitoring dan evaluasi
terhadap pelaksanaan program dan kegiatan,
bahan penyusunan dokumen pelaksanaan
program dan kegiatan secara bulanan, triwulan,
semesteran dan tahunan;

h. melakukan pengelolaan barang atau aset;

i. melakukan evaluasi dan pelaporan;

j- mendistribusikan tugas dan menilai kinerja
bawahan; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
atasan.

Kepala Seksi Kemitraan dan Pelayanan mempunyai

uraian tugas:

a. menyiapkan bahan rencana kerja, rencana
pengelolaan dan rencana strategis;

b. menyiapkan bahan laporan kinerja seksi guna
memenuhi kinerja UPTD;

c. membina kerjasama dengan masyarakat lokal,
Lembaga Swadaya Masyarakat/ Non
Governmental Organization, sektor swasta dan
pihak terkait lainnya untuk mendukung
kawasan konservasi;

d. mengembangkan program kolaborasi yang
mendukung perlindungan, pelestarian dan
pemanfaatan berkelanjutan;

e. memberikan dukungan teknis dalam pengelolaan
kawasan konservasi;

f. melayani kebutuhan masyarakat yang berkaitan
dengan kawasan konservasi seperti izin
pemanfaatan, informasi kawasan atau pelatihan
terkait kawasan konservasi;

g. melakukan program edukasi kepada masyarakat

dan stakeholder,
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h. menyusun dan menyebarluaskan informasi
terkait kebijakan dan aturan pada kawasan
konservasi;

i. memantau efektivitas kemitraan yang telah
dibangun;

j- mengevaluasi dampak kerjasama dari
pengelolaan kawasan konservasi;

k. menyusun laporan kemitraan dan pengelolaan
kawasan konservasi; dan

l. melaksanakan tugas dinas lainnya yang
diberikan atasan.

Kepala Seksi Pemantauan dan Pemanfaatan

Kawasan Konservasi mempunyai uraian tugas:

a. menyiapkan bahan rencana kerja, rencana
pengelolaan dan rencana strategis;

b. menyiapkan bahan laporan kinerja seksi guna
memenuhi kinerja UPTD;

c. memantau kondisi ekologis, fisik dan sosial
ekonomi kawasan konservasi;

d. melakukan pengumpulan data terkait
keanekaragaman hayati, habitat dan ekosistem
pada kawasan konservasi;

e. memantau pelaksanaan rencana pengelolaan
kawasan konservasi;

f. menyusun panduan pemanfaatan kawasan
konservasi yang berkelanjutan;

g. melaksanakan penataan batas di kawasan
konservasi;

h. memantau kegiatan pemanfaatan oleh
masyarakat atau  pihak lainnya  untuk
memastikan kepatuhan terhadap kebijakan
kawasan konservasi;

i. melakukan pemantauan rutin untuk mencegah
pelanggaran di kawasan konservasi;

j.- memantau efektivitas pemantauan dan

pemanfaatan kawasan konservasi;
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k. mengevaluasi dampak  pemantauan  dan
pemanfaatan kawasan konservasi;
1. menyusun laporan pemantauan dan

pemanfaatan kawasan konservasi; dan
m. melaksanakan tugas dinas lainnya yang

diberikan atasan.

Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 30 Desember 2025
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd
MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION
Diundangkan di Medan

pada tanggal 30 Desember 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

SULAIMAN HARAHAP
BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025 NOMOR 55




